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I. UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa
JKK dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Perlindungan tersebut
bertujuan memberikan jaminan terhadap risiko yang mungkin terjadi
dialami oleh Peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya
menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Sebagai
tindak lanjut amanat tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan dan
kepastian hukum serta menyempurnakan beberapa ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur
tentang peningkatan pemberian manfaat dan bersaran Iuran JKM.

Perubahan pengaturan peningkatan pemberian manfaat dan Iuran
JKK dan JKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta

dan ahli waris yang ditinggalkan serta guna meningkatkan tata kelola dan
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